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Abstract  

Unlike previous studies that generally classify Micro, Small, and Medium Enterprises 

(MSMEs) based on mathematical patterns without directly linking them to government 

policy frameworks, this study aims to develop a simple MSME clustering model that is 

aligned with the classification outlined in the Technical Guidelines of the Directorate 

General of Treasury. Data were collected through a questionnaire consisting of 21 questions 

designed to classify MSMEs into three categories: start-up, independent, and export-ready 

enterprises. The study employed a purposive sampling technique involving 360 assisted 

MSMEs in West Sumatra. The decision tree method was employed in this study because it 

is capable of generating structured classification rules that are easy to understand and 

interpret by policymakers. The results indicate that the initial 21-question instrument can 

be simplified into nine key questions related to business structure, taxpayer identification 

number (NPWP) ownership, production technology, product standards, export procedures, 

business licensing, annual tax return reporting, marketing platforms, and business 

contracts. This simplification improves the efficiency of the clustering process without 

compromising its alignment with the existing policy framework. Relevant government 

agencies may consider adopting this decision tree model as a standard for MSME clustering, 

as it is simpler, more practical, and easier to implement in supporting MSME development 

and capacity-building programs.  
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Abstrak  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membentuk kluster 

UMKM berdasarkan pola matematis tanpa mengaitkannya secara langsung dengan 

kerangka kebijakan pemerintah, penelitian ini bertujuan mengembangkan model 

klusterisasi UMKM yang sederhana dan selaras dengan klasifikasi dalam Petunjuk 

Teknis Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Data dikumpulkan melalui kuesioner 

yang terdiri atas 21 pertanyaan untuk mengklasifikasikan UMKM ke dalam 

kelompok rintisan, mandiri, dan siap ekspor. Penelitian menggunakan teknik 

purposive sampling dengan melibatkan 360 UMKM binaan di Provinsi Sumatera 

Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pohon keputusan 

karena mampu menghasilkan aturan klasifikasi yang terstruktur, mudah dipahami, 

dan mudah diinterpretasikan oleh pengambil kebijakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 21 pertanyaan pada instrumen awal dapat disederhanakan 

menjadi 9 pertanyaan utama, yaitu terkait struktur usaha, kepemilikan NPWP, 

teknologi produksi, standar produk, prosedur ekspor, izin usaha, pelaporan SPT 

tahunan, platform pemasaran, dan kontrak usaha. Penyederhanaan tersebut 

meningkatkan efisiensi proses klusterisasi tanpa mengurangi kesesuaiannya 

dengan kerangka kebijakan yang berlaku. Pemerintah terkait dapat 

mempertimbangkan model pohon keputusan ini sebagai standar klusterisasi 

UMKM karena lebih sederhana, praktis, dan mudah diterapkan dalam mendukung 

program pembinaan dan pengembangan UMKM. 

Kata Kunci: Klusterisasi; Pohon Keputusan; Rintisan; Siap Mandiri; UMKM  
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PENDAHULUAN 
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha yang memiliki peran penting dan strategis dalam 

mendorong perekonomian nasional (Marfudin et al., 2024). UMKM termasuk usaha yang mampu bertahan 

dari guncangan/shock ekonomi karena lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar sehingga bisa cepat 

mengubah produk sesuai kebutuhan dan preferensi konsumen. UMKM dapat mempercepat pemulihan dari 

guncangan/shock     ekonomi     melalui     kombinasi     manajemen     krisis transformasi digital, peningkatan 

keterampilan, pemanfaatan platform online dan logistik otomatis, serta dukungan regulasi dan fiskal yang 

adaptif (Trenggonowati et al., 2025). Diversifikasi produk merupakan salah satu cara bagi UMKM untuk bisa 

bertahan dalam berbagai kondisi shock ekonomi, mengingat diversifikasi ini sangat penting sehingga jika satu 

produk terdampak akibat shock ekonomi, maka mereka masih dapat mengandalkan produk lainnya untuk 

bertahan (Handayani et al., 2022). UMKM juga mampu mengelola biaya dan sumber daya secara lebih efisien 

dikarenakan UMKM merupakan usaha skala kecil yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan 

diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat sehingga mereka dapat tetap bergerak secara 

operasional meskipun dalam situasi ekonomi sulit akibat shock ekonomi (Khairunnisa et al., 2022). Selanjutnya 

UMKM juga lebih mudah mendapat akses pendanaan melalui bantuan pinjaman mikro maupun lembaga 

keuangan nontradisional dengan cicilan dan bunga yang tidak memberatkan pelaku UMKM saat berada 

dalam situasi ekonomi yang sulit (Khairunnisa et al., 2022). Kombinasi berbagai determinan tersebut membuat 

UMKM mampu survive dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti saat adanya berbagai shock ekonomi dengan 

menyerap jumlah tenaga kerja yang besar dibandingkan dengan usaha besar lainnya serta memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap PDB nasional (Munthe et al., 2023). Untuk itu, intervensi pemerintah 

kepada UMKM harus dioptimalkan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. 

Karena sifat fleksibilitas ini, UMKM menjadi pilihan utama sebagai sumber pendapatan bagi banyak orang 

(Setyadi et al., 2024). 

Menteri Keuangan telah memberikan arahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri 

Keuangan (KMK) Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah Kementerian Keuangan agar seluruh elemen Kementerian Keuangan dapat berperan aktif dalam 

pemberdayaan UMKM. Salah satu peran pemerintah terhadap UMKM telah diwujudkan di lingkup 

Kementerian Keuangan. Sebagai unit eselon I pada lingkup Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (DJPb) beserta seluruh jajaran baik di kantor pusat maupun di daerah (Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara – KPPN) 

juga mengambil peran dalam pemberdayaan UMKM. Pemerintah melalui DJPb terus mendorong 

pemberdayaan UMKM agar bisa berkembang dan berperan lebih besar dalam perekonomian. Berbagai upaya 

dilakukan, seperti membuat pedoman dan strategi khusus, serta menggunakan hasil analisis sebagai dasar 

kebijakan yang mendukung UMKM di daerah. Pemerintah juga mendorong penggunaan sistem pembayaran 

digital seperti digipay dan kartu kredit pemerintah agar belanja negara lebih banyak menyasar produk dan 

layanan UMKM (Tawaris & Wardiyanto, 2025). Terbukti bahwa saat terjadi penurunan aktivitas ekonomi saat 

Covid 19, sebanyak 87,5% UMKM terdampak namun 12,5% diantaranya justru mampu bertahan karena 

beralih ke digitalisasi lewat platform digital tersebut (Tawaris & Wardiyanto, 2025). Selain itu, kerja sama 

dengan berbagai lembaga, termasuk satuan kerja badan layanan umum, program kredit, dan investasi 

pemerintah, dilakukan agar pelaku UMKM lebih mudah mendapat akses pembiayaan. 

KMK Nomor 396/KMK.01/2022 terkait program sinergi pemberdayaan UMKM menjelaskan tiga 

klusterisasi UMKM yaitu UMKM rintisan, siap mandiri, dan siap ekspor. Namun, belum ada definisi dan 

ketentuan teknis dari kelompok kerja (pokja) yang disepakati dengan jelas terkait klusterisasi UMKM. 

Klusterisasi yang dilakukan DJPb baru sebatas scoring butir-butir pertanyaan sebanyak sembilan pertanyaan 

dengan 21 subpertanyaan. Itu pun klusterisasi dari scoring yang dilakukan masih mengasumsikan bahwa 

butir-butir pertanyaan memiliki scoring yang sama. Di sisi lain, penentuan keputusan klusterisasi UMKM ini 

sangat penting sebagai upaya meningkatkan usaha yang dijalani oleh UMKM dari awal merintis yang 

membutuhkan pembinaan, lalu mengembangkan usahanya secara mandiri, dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan produktivitas usahanya hingga dapat diekspor ke luar negeri. 

Penentuan keputusan klusterisasi UMKM tersebut tentunya harus didasarkan secara scientific. Salah satu 

teknik yang dapat dipakai adalah metode data mining. Metode ini menyaring beberapa variabel dengan bentuk 

keluaran yaitu sebuah keputusan. Teknik data mining yang sering digunakan adalah decision tree karena teknik 

tersebut mempunyai bentuk output yang berupa pohon keputusan yang sangat mudah untuk dipahami dan 
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dibaca sehingga dapat diaplikasikan oleh manusia dengan mudah (Rosyadi et al., 2022). Nurizati et al. (2024) 

dan Salmawati et al. (2022) menjelaskan bahwa algoritma decision tree memiliki kelebihan seperti mudah 

dipahami dan diinterpretasikan sehingga cocok untuk mengambil keputusan secara transparan.  

Banyak penelitian terdahulu melakukan klusterisasi UMKM. Penelitian dari Marcelina et al. (2023) 

berusaha mengelompokkan UMKM berdasarkan kinerja UMKM yaitu kluster UMKM mandiri, berkembang, 

dan binaan. Agustin & Andayani (2024) melakukan pengelompokan terhadap UMKM di Kabupaten Sleman 

dengan memanfaatkan metode self organizing map dan fuzzy c-means dengan hasil terdapat tiga kluster UMKM 

dengan jumlah observasi masing-masing kluster sebanyak 519, 47, dan 8 UMKM. Penelitian lainnya dari 

Remawati et al. (2021) memetakan persebaran klusterisasi UMKM menggunakan metode K-Means. Supriyanto 

et al. (2017) berusaha melakukan klusterisasi UMKM dan potensi wilayah berbasis peta. Kustiyahningsih et 

al. (2024) melakukan klusterisasi UMKM Batik Madura menggunakan metode K-Means. Ameliana et al. (2024) 

membahas klusterisasi UMKM di Provinsi Jawa Barat dengan metode kluster K-Means.  

Meskipun penelitian mengenai klusterisasi UMKM telah banyak dilakukan, hingga saat ini belum 

ditemukan penelitian yang secara eksplisit membentuk kluster UMKM yang selaras dengan klasifikasi 

UMKM rintisan, mandiri, dan siap ekspor. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan metode K-

Means yang menghasilkan kluster berdasarkan kedekatan matematis data, tanpa dapat dikaitkan secara 

langsung dengan klasifikasi UMKM yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah, sehingga hasil 

klusterisasi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara operasional sebagai dasar penentuan dan pelaksanaan 

program pemerintah. Selain itu, metode K-Means tidak menghasilkan batasan klasifikasi yang tegas 

antarkelompok, yang pada praktiknya menyulitkan proses identifikasi, klasifikasi, dan pemetaan UMKM di 

lapangan. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan klusterisasi yang tidak hanya berorientasi pada 

pengelompokan data, tetapi juga mampu diselaraskan dengan kerangka kebijakan yang berlaku serta 

memenuhi kebutuhan praktis dalam mendukung tata kelola UMKM. Oleh karena itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam 

menyalurkan kebijakan yang tepat bagi UMKM. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat standardisasi 

ketentuan teknis dalam melakukan klusterisasi UMKM menggunakan metode optimasi machine learning 

berupa decision tree. Tujuan penelitian ini adalah membuat standardisasi klusterisasi UMKM menggunakan 

metode optimasi machine learning berupa decision tree. Harapannya melalui penelitian ini, hasil klusterisasi 

UMKM yang diperoleh dapat digunakan oleh pemerintah, terutama lingkup Kementerian Keuangan dan 

Kementerian UMKM untuk mempermudah mengambil keputusan dalam penyediaan fasilitas atau bantuan 

yang lebih tepat sasaran dan menciptakan program-program yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan 

bagi UMKM di setiap tahap perkembangan mereka. 

TINJAUAN LITERATUR  
UMKM terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi UMKM sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Secara singkat, UMKM adalah usaha produktif yang mencakup usaha mikro milik perorangan atau badan 

usaha perorangan, usaha kecil yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari usaha menengah maupun besar, 

serta usaha menengah yang mandiri dengan kekayaan bersih atau omzet tahunan sesuai batasan dalam 

undang-undang. Keberadaan UMKM sangat penting karena mampu membuka lapangan kerja dan 

menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa usaha 

mikro memiliki modal maksimal Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Omzet 

tahunan usaha mikro ditetapkan paling banyak Rp2 miliar. Untuk usaha kecil, modal yang dimiliki berkisar 

lebih dari Rp1–5 miliar, dengan omzet tahunan antara Rp2–15 miliar. Sedangkan usaha menengah ditetapkan 

memiliki modal lebih dari Rp5–10 miliar, di luar nilai tanah dan bangunan. Omzet tahunan usaha menengah 

berada pada kisaran Rp15–50 miliar. Dari ketentuan ini, terlihat jelas adanya perbedaan skala yang 

membedakan mikro, kecil, dan menengah.  

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-112/PB/2023, UMKM 

diklasifikasikan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan modal dan omzet tahunan. Usaha 

mikro memiliki modal maksimal Rp1 miliar dan omzet tahunan tidak lebih dari Rp2 miliar. Usaha kecil 

memiliki modal antara Rp1–5 miliar dengan omzet Rp2–15 miliar per tahun. Sementara itu, usaha menengah 
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memiliki modal Rp5–10 miliar dan omzet tahunan Rp15–50 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. 

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini juga, UMKM dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu UMKM rintisan, mandiri, dan siap ekspor. UMKM rintisan, merupakan usaha yang memiliki kriteria 

belum memiliki rekening di bank atas nama usaha, kegiatan usaha masih dijalankan tanpa pencatatan 

administrasi. Pengelolaan keuangan pribadi dan bisnis masih tercampur, belum mampu membuat laporan 

keuangan untuk usahanya, masih kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan resmi, 

belum memanfaatkan platform digital untuk promosi atau penjualan produk, tidak pernah ikut serta dalam 

kegiatan bazar atau pameran, belum mengurus dokumen legal seperti NPWP atau izin usaha lainnya, serta 

produk yang dihasilkan belum ditujukan untuk pasar ekspor. UMKM siap mandiri merupakan usaha yang 

memiliki kriteria masih menggunakan satu rekening untuk keperluan pribadi dan kegiatan usaha sehingga 

belum sepenuhnya terpisah, sudah bisa mencatat aktivitas usaha secara sederhana namun belum mampu 

menyusun laporan keuangan secara menyeluruh, telah memiliki akses terhadap pendanaan usaha melalui 

lembaga keuangan resmi, aktif memanfaatkan media digital untuk promosi dan penjualan, sudah pernah 

mengikuti bazar atau pameran di tingkat nasional, telah memiliki dokumen legal seperti NPWP atau izin 

usaha lainnya, produk yang dihasilkan belum ditujukan untuk pasar ekspor tetapi pelaku usaha sudah 

memahami prosedur ekspor, serta sudah mengetahui langkah-langkah untuk menjalin hubungan dengan 

calon pembeli luar negeri namun belum mulai menerapkannya. UMKM siap ekspor merupakan usaha yang 

sudah memiliki rekening bank yang dipisahkan antara keperluan pribadi dan operasional usaha, telah 

menjalankan pencatatan usaha dengan baik dan mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri, sudah 

dapat mengakses pendanaan usaha melalui lembaga keuangan resmi, menggunakan media digital secara aktif 

untuk promosi dan penjualan, pernah ambil bagian dalam pameran atau bazar internasional, memiliki 

kelengkapan legalitas usaha seperti NPWP serta izin lainnya, produk yang dihasilkan telah ditujukan untuk 

pasar ekspor, memahami prosedur ekspor dan siap menjalankan aktivitas ekspor secara langsung, dan sudah 

mengetahui cara menjalin relasi dengan pembeli luar negeri dan berjalan aktif. 

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, DJPb terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pokja wilayah dan instansi daerah, guna melaksanakan program “Kementerian 

Keuangan Satu untuk UMKM.” Koordinasi antara unit-unit teknis DJPb pusat dilakukan untuk memastikan 

bahwa arah kebijakan program Regional Chief Economist (RCE) mendukung secara konkret kegiatan 

pemberdayaan UMKM di pusat maupun daerah. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data 

regional, DJPb berkontribusi dalam menciptakan ekosistem kebijakan fiskal yang berpihak pada penguatan 

UMKM (DJPb, 2023).  

Decision tree adalah diagram alir berupa tree (pohon), dimana setiap simpul menjelaskan suatu tes atribut 

dan setiap cabang merepresentasikan hasil tes dan simpul daun mewakili distribusi kelas (Fauziningrum & 

Suryaningsih, 2021). Kelebihan dari metode decision tree adalah mudah dipahami dan diinterpretasikan, 

membuatnya cocok untuk pengambilan keputusan yang transparan (Nurizati et al., 2024). Decision tree dapat 

mengatasi kumpulan data yang kompleks dan beragam tanpa perlu normalisasi atau transformasi data yang 

rumit. Di sisi lain, kekurangan metode decision tree adalah dapat cenderung overfitting pada data pelatihan, 

yang dapat menghasilkan model yang tidak umum dan kurang akurat pada data baru. Decision tree cenderung 

lebih baik untuk masalah klasifikasi daripada regresi, meskipun terdapat variasi seperti decision tree regresi 

dan kecilnya perubahan dalam data pelatihan dapat menghasilkan struktur pohon keputusan yang berbeda 

(Nurizati et al., 2024).  

Decision tree merupakan suatu metode yang bisa dipakai untuk klasifikasi dan prediksi (Bahri & Lubis, 

2020). Metode ini bekerja dengan cara membagi masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Prosesnya 

dimulai dengan mengubah data yang ada menjadi sebuah diagram pohon (tree). Pohon tersebut akan 

memberikan aturan-aturan sederhana yang digunakan untuk mengambil keputusan. 

Menurut Latifah et al. (2019), salah satu metode dalam supervised machine learning yang tidak memerlukan 

asumsi tertentu dan digunakan untuk klasifikasi adalah decision tree. Pendekatan ini membentuk sebuah 

model yang mampu mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu dengan memahami pola atau aturan 

yang digunakan dalam proses pengelompokan. Menurut karakteristik data yang dianalisis, decision tree 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu classification tree dan regression tree. Classification tree cocok digunakan untuk 

data dengan kategori yang terbatas dan diskrit, sementara regression tree dapat digunakan baik untuk data 

diskrit terbatas maupun data kontinu. Berbagai variasi metode decision tree telah dikembangkan oleh para 
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peneliti, baik untuk classification maupun regression, di antaranya adalah algoritma C4.5, CART, CHAID, 

CRUISE, GUIDE, QUEST, dan M5.  

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode klusterisasi berbasis machine learning 

decision tree. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang 

membentuk kelompok UMKM secara ringkas dan mudah untuk diinterpretasikan (Ruggieri, 2019). Sumber 

data berasal dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat yang selama ini melakukan pembinaan UMKM. 

Populasi penelitian adalah seluruh UMKM di Sumatera Barat, dengan jumlah sampel yang terpilih adalah 

sebanyak 360 UMKM dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan 

(Chow & Utama, 2023). Pertimbangan yang dilakukan adalah memilih sampel dengan kriteria merupakan 

UMKM binaan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Dari jumlah sampel tersebut, sebanyak 317 UMKM 

termasuk dalam kategori rintisan dan 43 UMKM berada pada kategori siap mandiri. Karakteristik ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden masih berada pada tahap awal pengembangan usaha sehingga 

membutuhkan dukungan yang lebih intensif. Data yang terkumpul melalui kuesioner seperti pada Lampiran 

1 kemudian divalidasi, dibersihkan, dan diubah menjadi bentuk numerik agar bisa diproses dengan decision 

tree. Analisis ini diarahkan untuk membentuk kluster sesuai kategori KEP-112/PB/2023, yaitu rintisan, 

mandiri, dan siap ekspor. 

Tahapan penelitian ini dilakukan secara berurutan mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, 

penyajian hasil, hingga evaluasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada UMKM 

binaan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya 

adalah memastikan kualitasnya dengan uji validitas dan reliabilitas. Proses pengolahan kemudian dilakukan 

menggunakan aplikasi Orange Data Mining, yang diawali dengan pembersihan (cleaning) data dari isian 

kosong atau tidak sesuai. Setelah dibersihkan, lalu membentuk model decision tree. Decision tree merupakan 

algoritma dengan struktur data yang terdiri dari simpul (node) dan root. Pohon keputusan merupakan 

perwujudan sederhana dari teknik klasifikasi untuk memprediksi kelas dari kumpulan objek yang kelasnya 

belum dapat diketahui. Pemilihan atribut yang akan dijadikan akar dilakukan dengan menghitung gain dari 

setiap atribut. Atribut yang dipilih sebagai akar pertama adalah yang memiliki nilai gain tertinggi. Rumus 

untuk mengitung gain adalah: 

Gain (S, A)   = Entrophy (S) −  ∑
|Si|

|S|

n
i=1 + entrophy (Si) … (1) 

Entrophy (S) =  ∑ − pi ∗ log2 pi
n
i=1  … (2) 

dimana 𝑆 adalah kumpulan kasus, n adalah jumlah partisi 𝑆, dan 𝑝𝑖  adalah rasio 𝑆𝑖 terhadap 𝑆. 

Model yang terbentuk selanjutnya diukur tingkat akurasinya menggunakan K-Fold Cross Validation. 
Teknik ini membagi model yang terbentuk secara random sebanyak k bagian (Arisandi et al., 2022). Dari bagian 

data yang dipartisi tersebut, satu subset data akan dijadikan sebagai data testing, sedangkan (k-1) subset lainnya 

dijadikan sebagai data training, lalu sejumlah data tersebut diolah sebanyak k kali percobaan. Ilustrasinya 

tersaji pada Gambar 1. 
Gambar 1 Ilustrasi K-Fold Cross Validation 

1 2 … K     

1 2 … K     

1 2 … K     

1 2 … K     

     Data testing  Data training 

Sumber: Diolah peneliti 

Evaluasi model digunakan untuk menilai kinerja model dalam melakukan prediksi. Kriteria yang 

umumnya digunakan adalah tingkat akurasi, recall, dan precision (Arisandi et al., 2022). Untuk menghitung 

nilai dari kriteria tersebut, pertama kali harus membentuk confusion matrix yang berisi jumlah data yang tepat 

dan tidak tepat klasifikasi. 

Kriteria evaluasi pertama adalah tingkat akurasi yang menguji ketepatan model dengan membagi antara 

jumlah data yang tepat klasifikasi dengan total data keseluruhan. Rumus tingkat akurasi model adalah: 

Akurasi =  
Nbenar

N
x 100% … (3) 
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Kriteria evaluasi kedua adalah presisi yang mengukur seberapa banyak data yang diprediksi positif 

ternyata benar-benar positif. Dengan kata lain, dari banyak data yang diprediksi positif oleh model, seberapa 

banyak data yang betul-betul bernilai positif. Rumus presisi adalah: 

Presisi =  
True Positive (TP)

True Positive (TP)+False Positive (FP)
 … (4) 

dimana true positive merupakan jumlah data yang seharusnya positif tetapi diprediksi positif, sedangkan false 

positive adalah jumlah data yang seharusnya negatif tetapi diprediksi positif. 

Kriteria evaluasi ketiga adalah recall. Kriteria ini merupakan alat evaluasi yang mengukur seberapa 

banyak data yang bernilai positif dan diprediksi model sebagai positif. Rumus dari recall adalah:  

Recall =  
True Positive (TP)

True Positive (TP)+False Negative (FN)
 … (5) 

dimana false negative merupakan jumlah yang seharusnya positif tetapi diprediksi negatif oleh model. 

Setelah dihitung tingkat akurasinya, selanjutnya adalah melakukan visualisasi model tersebut dalam 

bentuk pohon keputusan sehingga mudah dibaca dan dipahami. Tahap terakhir adalah mengevaluasi kembali 

hasil klasifikasi, baik dari sisi pola yang terbentuk maupun keterkaitannya dengan kondisi UMKM di 

lapangan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN       
Tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan 

reliabilitas tersaji pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner 

memiliki nilai korelasi spearman yang signifikan, yang berarti semua item pertanyaan didalam kuesioner 

survei UMKM binaan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat valid dalam mengukur klusterisasi UMKM 

(Hermawan & Hariyanto, 2022). Selanjutnya juga terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,7 yang berarti 

bahwa instrumen kuesioner yang digunakan dapat diandalkan, atau dengan kata lain bahwa kuesioner yang 

digunakan cukup dapat diandalkan untuk mengukur klusterisasi UMKM di Sumatera Barat (Hermawan & 

Hariyanto, 2022). 
Tabel 1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pertanyaan Uji Validitas Uji Reliabilitas 

1 0,3587 (< 0,001) 0,75 

2 0,5948 (< 0,001) 0,74 

3 0,4954 (< 0,001) 0,74 

4 0,5863 (< 0,001) 0,74 

5 0,6446 (< 0,001) 0,74 

6 0,6608 (< 0,001) 0,73 

7 0,5044 (< 0,001) 0,74 

8 0,5173 (< 0,001) 0,74 

9 0,5707 (< 0,001) 0,74 

10 0,4231 (< 0,001) 0,74 

11 0,4076 (< 0,001) 0,74 

12 0,4594 (< 0,001) 0,74 

13 0,5971 (< 0,001) 0,74 

14 0,5729 (< 0,001) 0,74 

15 0,6171 (< 0,001) 0,74 

16 0,5263 (< 0,001) 0,74 

17 0,6866 (< 0,001) 0,74 

18 0,5457 (< 0,001) 0,74 

19 0,6692 (< 0,001) 0,73 

20 0,5718 (< 0,001) 0,74 

21 0,4862 (< 0,001) 0,74 

Sumber: Diolah peneliti 

Berikutnya adalah membentuk model decision tree dalam menentukan klusterisasi UMKM. Model decision 

tree yang terbentuk dapat dilihat pada Gambar 2. Pada Gambar 2 dijelaskan bahwa terdapat simplifikasi item 

pertanyaan kuesioner. Pada awalnya terdapat 21 item kuesioner, namun dengan menggunakan model decision 

tree dapat dipangkas menjadi sembilan item pertanyaan. Sembilan item pertanyaan tersebut adalah struktur 

perusahaan, kepemilikan NPWP, teknologi produksi, standar produk, tata cara ekspor, kepemilikan izin 
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usaha, pelaporan SPT tahunan, dan kontrak usaha. Hasil ini dapat memudahkan bagi instansi pemerintah 

terkait jika ingin melakukan klusterisasi UMKM ke depannya.  

Tahapan selanjutnya adalah menjelaskan alur dalam bentuk uraian penjelasan dari model decision tree 

yang terbentuk (Putro & Saepurohman, 2021). Tahapan pertama adalah menanyakan kepada responden 

pelaku UMKM terkait pertanyaan struktur perusahaan. Jika responden menjawab kode 1, maka otomatis 

UMKM yang dimilikinya masuk ke kluster UMKM rintisan. Namun, jika responden menjawab kode 2 atau 3, 

maka lanjut ke tahap kedua. 

Gambar 2 Model Decision Tree 

 
Sumber: Diolah peneliti 

Tahapan kedua adalah menanyakan responden pelaku UMKM terkait kepemilikan NPWP. Jika 

responden menjawab kode 1 atau 2, maka lanjut ke tahap 3. Namun, jika responden menjawab kode 3, maka 

lanjut ke tahap 2a. Tahapan 2a adalah menanyakan kepada responden pelaku UMKM terkait platform 

penjualan. Jika responden menjawab kode 1, maka otomatis UMKM yang dimilikinya masuk ke kluster 

UMKM rintisan. Namun, jika responden menjawab kode 2 atau 3, maka otomatis UMKM yang dimilikinya 

masuk ke kluster UMKM mandiri. 

Tahapan ketiga adalah menanyakan kepada responden pelaku UMKM terkait teknologi produksi yang 

dimilikinya. Jika responden menjawab kode 1 atau 2, maka UMKM yang dimilikinya masuk ke kluster UMKM 

rintisan. Namun, jika responden menjawab kode 3, maka lanjut tahap 4. 

Tahapan keempat adalah menanyakan kepada responden pelaku UMKM terkait standar produk 

usahanya. Jika responden menjawab kode 1, maka UMKM yang dimilikinya masuk ke kluster UMKM 

rintisan. Namun, jika responden menjawab kode 2 atau 3, lanjut tahap 5. 

Tahapan kelima adalah menanyakan kepada responden pelaku UMKM terkait tata cara ekspor. Jika 

responden menjawab kode 3, maka UMKM yang dimilikinya otomatis masuk ke kluster siap mandiri. Namun, 

jika responden menjawab kode 1 atau 2, lanjut tahap 6. 

Tahapan keenam adalah menanyakan responden pelaku UMKM terkait pelaporan SPT tahunan. Jika 

responden menjawab kode 1, maka UMKM yang dimilikinya otomatis masuk ke kluster UMKM rintisan. 

Namun, jika responden menjawab kode 2 atau 3, maka lanjut tahap 7. 

Tahapan ketujuh adalah menanyakan responden pelaku UMKM terkait platform penjualan. Jika 

responden menjawab kode 1, maka UMKM yang dimilikinya masuk ke kluster UMKM rintisan. Namun, jika 

responden menjawab kode 2 atau 3, maka lanjut ke tahap 8. 

Tahapan terakhir adalah menanyakan responden pelaku UMKM terkait kontrak usaha yang dimilikinya. 

Jika responden menjawab kode 1, maka UMKM yang dimilikinya masuk ke kluster UMKM rintisan. Namun, 

jika responden menjawab kode 2 atau 3, maka UMKM yang dimilikinya otomatis masuk ke kluster UMKM 

siap mandiri. 
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Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi model yang diperoleh dengan mengecek akurasi model 

menggunakan confusion matrix (Putro & Saepurohman, 2021). Adapun confusion matrix dan nilai akurasi model 

tersebut tersaji pada Tabel 2 dan 3. 

Pada Tabel 2 terlihat bahwa model decision tree mampu memprediksi UMKM rintisan yang benar-benar 

rintisan sebanyak 310 UMKM dan model juga mampu memprediksi sebanyak 29 UMKM siap mandiri yang 

betul-betul UMKM siap mandiri. Tingkat akurasi model berdasarkan Tabel 3 adalah sebesar 94,2% atau 

memiliki error rate sebesar 5,8%. Hal ini menunjukkan kalau model decision tree yang terbentuk adalah model 

dengan tingkat akurasi yang baik karena memiliki error rate kurang dari 7% (Johnson & Wichern, 2007). Hasil 

ini sejalan dengan penelitian Lestari et al. (2022) yang menerapkan metode decision tree algoritma C4.5 untuk 

memprediksi klasifikasi UMKM dan diperoleh hasil akurasi model tersebut secara rata-rata sebesar 99,2% 

dengan kesalahan hanya sebesar 0,8% (kurang dari 7%). Penelitian lainnya dari Putra et al. (2022) juga sejalan 

dengan penelitian ini yang mana model decision tree yang digunakan memiliki tingkat akurasi sebesar 95% 

untuk mengelompokkan client berdasarkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Model yang terbentuk juga 

memiliki tingkat presisi yang baik karena dari 324 data UMKM yang diprediksi UMKM rintisan, hanya ada 

14 data UMKM yang salah prediksi. Artinya tingkat presisi model adalah sekitar 95,7% atau memiliki error 

rate 4,3% sehingga dapat dikatakan model yang terbentuk memiliki tingkat presisi yang baik. Selain memiliki 

tingkat akurasi dan presisi yang baik, model juga memiliki tingkat sensitivitas (recall) yang baik karena dari 

317 data UMKM rintisan, hanya ada 7 UMKM yang salah prediksi. Artinya, tingkat recall model yang 

terbentuk adalah sekitar 97,8% atau memiliki error rate sebesar 2,2% sehingga dapat dikatakan model yang 

terbentuk memiliki tingkat sensitivitas yang baik. 

Tabel 2 Confusion Matrix 

 
Prediksi 

Rintisan Siap Mandiri 

Aktual 
Rintisan 310 7 

Siap Mandiri 14 29 

Sumber: Diolah peneliti 

Tabel 3 Kriteria Akurasi 

Kriteria Nilai 

Tingkat Akurasi 0.942 

Presisi 0.957 

Recall 0.978 

Sumber: Diolah peneliti 

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat 310 UMKM di Provinsi Sumatera Barat yang secara model maupun 

kondisi lapangan teridentifikasi sebagai UMKM rintisan. UMKM tersebut dapat diberikan sosialisasi program 

pembiayaan ultra mikro, memberikan pelatihan dasar manajemen usaha, mendampingi administrasi 

sederhana, serta melakukan sosialisasi penyusunan laporan keuangan sederhana (DJPb, 2023). Lalu terdapat 

29 UMKM yang secara model maupun kondisi lapangan tepat teridentifikasi sebagai UMKM siap mandiri. 

UMKM tersebut dapat diberikan pelatihan lanjutan mengenai pengelolaan usaha, sosialisasi laporan 

keuangan yang lebih komprehensif, serta fasilitasi akses pembiayaan dengan plafon lebih besar. Selain itu, 

UMKM siap mandiri juga perlu difasilitasi untuk memperluas pangsa pasar hingga ekspor ke luar negeri 

melalui pendampingan sertifikasi produk, promosi dalam pameran internasional, dan perluasan jejaring 

distribusi global. Upaya ini tidak hanya memperkuat posisi UMKM pada tahap mandiri, tetapi juga 

mendorong mereka untuk naik kelas menjadi siap ekspor (DJPb, 2023). Lalu terdapat sebanyak 7 UMKM yang 

di lapangan tercatat sebagai UMKM rintisan tetapi model memprediksi sebagai UMKM siap mandiri. 

Pemerintah dapat melihat hal tersebut sebagai sinyal potensi bahwa UMKM rintisan tersebut berpotensi 

untuk bisa menjadi UMKM siap mandiri, sehingga UMKM tersebut perlu diberikan dukungan tambahan 

seperti pelatihan lanjutan, sosialisasi penyusunan laporan keuangan yang lebih mendalam, akses pembiayaan 

bertahap sesuai kapasitas usaha, serta perluasan pasar agar prediksi tersebut bisa diwujudkan secara nyata. 

Terakhir terdapat sebanyak 14 UMKM yang di lapangan merupakan UMKM siap mandiri, namun di model 

terprediksi UMKM rintisan. Pemerintah bisa melihat hal itu sebagai sinyal bahwa UMKM tersebut berpotensi 

stagnan di UMKM rintisan, bahkan berpotensi untuk turun kelas ke UMKM rintisan. Melalui model ini, 

pemerintah perlu melakukan monitoring berkala melalui evaluasi kinerja usaha, misalnya dengan menilai 

perkembangan omzet, kapasitas produksi, dan pencatatan keuangan, sehingga pemerintah dapat segera 
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memberikan intervensi tambahan jika UMKM tersebut belum menunjukkan kemajuan. Dengan cara ini, 

UMKM tersebut bisa didorong untuk tidak hanya bertahan, namun bisa naik ke kelas berikutnya. 

Namun, dalam praktiknya, tidak semua UMKM mampu memenuhi sembilan indikator yang digunakan 

untuk klusterisasi, seperti struktur perusahaan, kepemilikan NPWP, teknologi produksi, standar produk, 

prosedur ekspor, kepemilikan izin usaha, pelaporan SPT tahunan, dan kontrak usaha. Untuk itu, pemerintah 

dapat memberikan dukungan melalui pelatihan manajemen dan pencatatan struktur, pendampingan 

pembuatan NPWP dan izin usaha, workshop teknologi produksi, bimbingan standar produk dan sertifikasi, 

konsultasi prosedur ekspor, pelatihan perpajakan serta pendampingan pelaporan SPT, dan bantuan hukum 

beserta templat kontrak usaha. Dengan langkah-langkah tersebut, UMKM dapat dibekali kemampuan untuk 

memenuhi indikator dan naik kelas secara lebih nyata. 

Model decision tree tersebut dapat digunakan untuk menyusun strategi program pemberdayaan UMKM 

yang lebih tajam dan tepat sasaran. Model ini jauh lebih ringkas dibanding pendekatan manual karena bisa 

langsung memetakan UMKM cukup hanya berdasarkan data yang tersedia seperti struktur perusahaan, 

kepemilikan NPWP, teknologi produksi, standar produk, tata cara ekspor, kepemilikan izin usaha, pelaporan 

SPT tahunan, dan kontrak usaha. Hasil ini diperkuat oleh penelitian dari van der Oest et al. (2020) yang 

menyebutkan bahwa metode decision tree mampu menyingkat instrumen pertanyaan dengan tetap 

mempertahankan karakteristik pengukuran. Ini juga didukung oleh penelitian dari Ruggieri (2019) yang 

menjelaskan bahwa model decision tree mampu mereduksi variabel yang dipakai menjadi sesedikit mungkin 

namun hasil prediksi tetap stabil dan konsisten. Ditambah lagi model decision tree sangat mudah untuk 

diinterpretasikan. Model decision tree yang sederhana dan mudah diinterpretasikan ini bisa digunakan sebagai 

dasar untuk menyusun kebijakan. Dengan pendekatan seperti ini, pemberdayaan UMKM jadi lebih terarah 

dan efisien, karena disesuaikan langsung dengan kondisi di lapangan. Dengan model klusterisasi yang 

ringkas dan berbasis data ini, DJPb punya pijakan kuat untuk menjalankan fungsi fiskal yang lebih responsif 

terhadap kondisi UMKM. Hasilnya, program pemberdayaan jadi lebih cepat, tepat, dan bisa diukur 

manfaatnya secara data. 

KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah model decision tree dapat dijadikan sebagai 

standardisasi penentuan klusterisasi UMKM mengingat standardisasi tersebut tidak memerlukan 21 butir 

pertanyaan keseluruhan, namun cukup memakai sembilan butir pertanyaan saja. Sembilan butir pertanyaan 

yang bisa dijadikan sebagai pedoman standardisasi penentuan klusterisasi UMKM adalah struktur 

perusahaan, kepemilikan NPWP, teknologi produksi, standar produk, tata cara ekspor, kepemilikan izin 

usaha, pelaporan SPT tahunan, dan kontrak usaha. Bentuk standardisasi penentuan klusterisasi UMKM 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Penyederhanaan ini mempermudah pemetaan UMKM secara cepat dan 

objektif. Dengan menggunakan model ini, pemerintah dapat mengintegrasikan hasil klusterisasi ke dalam 

proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, sehingga program pemberdayaan UMKM bisa lebih tepat 

sasaran dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemberdayaan UMKM, terutama tujuan 

pemberdayaan UMKM DJPb, yaitu mendorong UMKM untuk naik kelas secara terstruktur dengan intervensi 

yang sesuai kebutuhan di masing-masing tahap (DJPb, 2023). Ini juga sejalan dengan penelitian dari Marfudin 

et al. (2024) yang menjelaskan bahwa peningkatan kapabilitas UMKM merupakan cara agar UMKM bisa naik 

kelas. 

Saran yang bisa diberikan melalui penelitian ini adalah agar pemerintah terkait seperti DJPB, 

Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan model decision tree tersebut sebagai standardisasi dalam 

menentukan klusterisasi UMKM karena cara ini lebih sederhana dan dapat dimengerti. DJPb juga bisa 

menjadikan hasil klusterisasi dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan agar arahnya lebih 

relevan dengan kondisi riil pelaku usaha UMKM di daerah. Dengan demikian, DJPb tidak hanya mengelola 

anggaran pusat di daerah, tetapi juga menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan kebutuhan lapangan 

agar UMKM bisa tumbuh secara berkelanjutan dan lebih cepat naik level. Untuk itu, pemerintah sebaiknya 

memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi agar UMKM dapat memenuhi 

indikator klusterisasi, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk naik kelas dan program pemberdayaan 

dapat dijalankan secara lebih tepat sasaran. 

Model yang diperoleh ini juga bisa menjadi cara baru bagi pemerintah terkait untuk mengetahui UMKM 

mana saja yang memiliki potensi untuk naik kelas dan berpotensi untuk turun kelas. Seperti pada hasil yang 

diperoleh, terdapat sebanyak 7 UMKM berpotensi naik kelas dari UMKM rintisan ke UMKM siap mandiri, 
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dan ada sebanyak 14 UMKM yang berpotensi stagnan bahkan dapat turun kelas dari UMKM siap mandiri ke 

UMKM rintisan. Bagi UMKM yang berpeluang naik kelas, pemerintah dapat memberikan dukungan 

tambahan seperti pelatihan lanjutan, sosialisasi penyusunan laporan keuangan yang lebih mendalam, akses 

pembiayaan bertahap sesuai kapasitas usaha, serta perluasan pasar. Sementara itu, UMKM yang berisiko 

stagnan atau turun kelas sebaiknya mendapat perhatian lebih melalui monitoring berkala melalui evaluasi 

kinerja usaha, misalnya dengan menilai perkembangan omzet, kapasitas produksi, dan pencatatan keuangan, 

sehingga pemerintah dapat segera memberikan intervensi tambahan jika UMKM tersebut belum 

menunjukkan kemajuan. Dengan demikian, pembinaan yang diberikan pemerintah dapat lebih sesuai dengan 

kondisi riil setiap UMKM di lapangan.  

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN  
Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya standardisasi klusterisasi UMKM yang jelas seperti ini, 

Kementerian Keuangan melalui DJPb dapat dengan mudah menentukan kebijakan yang sesuai dengan 

karakteristik setiap kluster dan dapat membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masing-masing kluster 

UMKM. Dengan penentuan klusterisasi UMKM yang jelas seperti ini, program pembinaan dan pelatihan 

untuk pengembangan maupun pemasaran produk dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

kluster. Klusterisasi yang jelas seperti ini dapat mendorong terbentuknya komunitas UMKM yang berada 

dalam kluster yang sama sehingga mereka bisa berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas produksi dan 

memperluas jaringan pasar. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada data survei yang diperoleh, tidak ditemukan satupun 

responden pelaku UMKM yang merupakan UMKM siap ekspor sehingga klusterisasi dalam penelitian ini 

masih pada kluster UMKM rintisan dan siap mandiri saja. Penelitian selanjutnya dapat mengisi kekosongan 

dalam penelitian ini dengan memasukkan responden pelaku UMKM siap ekspor sehingga klusterisasi 

UMKM kedepannya dapat lebih baik lagi. 
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Lampiran 1 Item Kuesioner Survei UMKM DJPb 

Kriteria Kapasitas Usaha 

Rekening Perbankan 1. Belum memiliki rekening perbankan 

2. Sudah memiliki rekening perbankan, tetapi masih tercampur dengan rekening 

pribadi 

3. Sudah memiliki rekening perbankan, dan sudah terpisah dengan rekening pribadi 

Pencatatan Usaha 1. Belum melakukan pencatatan usaha 

2. Sudah melakukan pencatatan usaha tapi belum memisahkan dengan keuangan 

pribadi 

3. Sudah melakukan pencatatan usaha dan sudah memisahkan dengan keuangan 

pribadi 

Pembiayaan Usaha 1. Belum mampu mengakses pembiayaan usaha 

2. Telah mampu mengakses pembiayaan usaha dari lembaga informal 

3. Mampu mengakses pembiayaan usaha dari lembaga formal 

Teknologi Produksi 1. Penguasaan, penggunaan, dan tingk produksi masih tingkat rendah 

2. Penguasaan, penggunaan, dan tingkat produksi tingkat menengah 

3. Penguasaan, penggunaan, dan tingkat produksi berada pada tingkat tinggi 

Kontinuitas Produksi 1. Kontinuitas produksi tidak menentu karena belum ada kemitraan dengan pemasok 

2. Kontinuitas produksi memiliki suplai produk yang cukup untuk memenuhi 

kuantitas yang disyaratkan oleh konsumen 

3. Memiliki suplai produk siap jual yang besar atau melebihi kuantitas yang 

disyaratkan oleh konsumen 

Platform Penjualan 1. Belum menggunakan platform pemasaran online, atau jika telah menggunakan 

platform pemasaran online jangkauan transaksinya masih dalam kota/kabupaten 

yang sama  

2. Telah menggunakan platform belanja pemerintah dan/atau platform pemasaran 

online dengan jangkauan transaksi sampai ke luar kota  

3. Telah menggunakan platform belanja pemerintah dan/atau platform pemasaran 

online dengan transaksi hingga ke luar negeri 

Promosi Produk 1. Belum secara rutin mempromosikan produk melalui media sosial  

2. Telah rutin mempromosikan produk melalui media sosial dan/atau memiliki katalog 

digital dengan konten berbahasa Indonesia 

3. Telah rutin mempromosikan produk melalui media sosial dan/atau memiliki katalog 

digital dengan konten berbahasa Indonesia dan bahasa asing 

Keikutsertaan 

Bazar/Pameran 

1. Belum pernah ikut bazaar, pameran, ataupun sejenisnya baik di dalam maupun luar 

negeri  

2. Pernah mengikuti bazaar atau pameran dalam negeri  

3. Pernah mengikuti bazaar, pameran, ataupun sejenisnya baik dalam negeri maupun 

luar negeri 

Kepemilikan NPWP 1. Belum memiliki NPWP 

2. Sudah memiliki NPWP 

3. Sudah memiliki NPWP 

Kepemilikan Izin Usaha 
1. Belum memiliki NIB atau izin usaha 

2. Sudah memiliki NIB atau izin usaha yang diterbikan Kelurahan/ RT/ RW/ 

Pemerintah Daerah Setempat  

3. Sudah memiliki NIB atau izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

setempat dan sertifikasi lain yang dipersyaratkan untuk ekspor  
Standar Produk 1. Belum memiliki sertifikasi standar produk  

2. Sudah memiliki sertifikasi standar produk atau quality control tertentu 

(misalnya BPOM, SNI, dll) 

3. Sudah memiliki sertifikasi dan memenuhi standar kualitas tertentu yang 

disyaratkan untuk ekspor atau berlaku internasional 

Kewajiban Perpajakan 1. Belum memahami kewajiban perpajakan dan belum bisa menghitung pajak 

PPh Final UMKM  

2. Bisa menghitung pajak PPh Final UMKM  

3. Bisa menghitung pajak PPh Final UMKM  
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Lampiran 1 Item Kuesioner Survei UMKM DJPb (Lanjutan) 

Kriteria Kapasitas Usaha 

Pelaporan SPT Tahunan 1. Belum melaporkan SPT Masa dan/atau Tahunan  

2. Sudah pernah melaporkan SPT Masa dan/atau Tahunan 

3. Rutin melaporkan SPT Masa dan/atau Tahunan 

Pembayaran Kewajiban 

Pajak 

1. Belum pernah membayar kewajiban perpajakan  

2. Pernah membayar kewajiban perpajakan tetapi belum rutin  

3. Sudah rutin membayar segala jenis kewajiban perpajakan 

Struktur Perusahaan 1. Tidak ada struktur perusahaan, biasanya pemilik merangkap manajer sekaligus 

pekerja  

2. Memiliki struktur perusahaan yang sederhana  

3. Memiliki struktur perusahaan dan distribusi hak dan kewajiban yang jelas 

Pengembangan 

Kompetensi SDM 

1. Tidak ada pengembangan kompetensi  

2. Pengembangan kompetensi/pelatihan SDM dilakukan melalui jalur informal dan 

tidak rutin  

3. Pengembangan kompetensi/pelatihan SDM dilakukan rutin baik secara formal 

maupun informal 

Supply Chain Supplier 1. Tidak memiliki jaringan dalam rantai pasokan (supply chain) 

2. Memiliki jaringan terbatas dalam rantai pasokan (supply chain) 

3. Terlibat aktif dalam kegiatan Supply Chain Management 

Kontrak Usaha 1. Tanpa kontrak dan tidak akrab dengan mekanisme Incoterms  

2. Memiliki kontrak dagang sederhana, dan dalam kondisi tertentu 

3. Memiliki kontrak dagang dengan peralihan kewajiban yang jelas 

Orientasi Ekspor 1. Produk belum berorientasi ekspor  

2. Produk mengarah pada orientasi ekspor 

3. Produk berstandar dan berorientasi ekspor 

Tata Cara Ekspor 1. Belum mengetahui mengenai terkait tata cara ekspor  

2. Sudah mengetahui mengenai cara ekspor, tetapi masih belum melakukan ekspor  

3. Sudah mengetahui cara ekspor dan siap ekspor 

Pasar Konsumen Ekspor 1. Belum mengetahui cara untuk terhubung dengan calon buyer dari luar negeri  

2. Sudah mengetahui cara untuk terhubung dengan calon buyer dari luar negeri tapi 

belum mengimplementasikannya  

3. Sudah mengetahui cara untuk terhubung dengan calon buyer dari luar negeri dan 

aktif melakukan ekspor 

Sumber: DJPb (2023) 

 

 


